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Menimbang¢; : a'-..r;n.-;;thwa's Program - Pembinaan Masyarakat Taat

deinod nol ubig Hukum, (BINMATKUM) untuk setiap tahun kerja -

cedst asmnugsy | diawali pelaksanaannya pada tanggal 1 April tahun

S ool berjalan dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun
) sising) 2401 w1 rberikutnya. '

ragasansd b et

" petunjuk ' pelaksanaannya (JUKLAK) sehingga

st iai fednuzio pelaksanaan  kegiatan  akan terarah dan dapat
£ - ol dikendalikan o sesuai, dengan  sasaran  yang
agstisesni. Auins ditetapkar. |

s OE, asilisbngns g ,

LA A 840 T, 1 Bahwa dari hasil evaluasi dalam melaksanakan dan
| o meningkatkan kegiatan Penyuluhan Hukum dan
. IRREERE | Penerangan  Hukum  Program  Pembinaan
Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) telah
mendapat tanggapan positif dari masyarakat
sehingga perlu dilanjutkan dan ditingkatkan
pelaksanaannya. ‘

e

b.  Bahwa untuk penyelenggaraan Program, disusun




Bahwa misi Kejaksaan scbagaimana disebutkan e
dalam Undang-undang-"Nomor <75 Tahun 1991 B!
tentang Kejaksaan dipandang perlu untuk *'
dimasyarakatkan pada setiap Penyuluhan Hukum L
dan Penerangan Hukumkepada ‘aparatur negara, ‘
. tokoh masyarakat dan *organisast’ ‘masyarakat di
perkotaan demikian juga‘ terliadap masyarakat

AR RS

pedesaan. - LT AN D05Y

Bahwa untuk lebih memantapkan penyelenggaraan
kegiatan Penyuluhan ' Hukum / dan* tPenerangan @
Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat '
Hukum (BINMATKUM) perlu ditetapkan Petunjuk .
Pelaksanaan (JUKLAK) yang memuat penggarisanivl
operasional yang meryeluriuhjiterpadu dan terarah

yang merupakan pelaksanaan Keputusan Jaksa
Agung Republik ‘Indonesia® Nomor : KEP-

irer b e T T T TR T
b wp’ A" A e i S A b T Ny

015/7.A/3/1995 Tanggal:22 :Maret 1995 tentang
Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan
Hukum. BRI Y Ry : %
Bahwa dengan diterbitkarinyas Instruksi ini, maka i
Instruksi~ Jaksa Agung” RI Nomor : NSI- i
002/J.A/04/1998 tentang "Pétunjuk Pelaksanaan i
(JUKLAK) Peningkatan Tugas Penyuluhan Hukum it
dan Penerangan Hukum‘Program BINMATKUM

dinyatakan tidak berlaku lagi. 2.
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" Mengingat: 1 Ketetapan . MPR RI  Nomor : I/MPR/1998
o 1 g . tentang Garis—garis Besar Haluan Negara.
!,,J , 2. , Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1991 tentang
‘ ~ Kejaksaan Republik Indonesia.
3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :
55 Tahun 1991 tentang Susunan. Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesta.

(@@ I .. . 4. . -Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor

... KEP-035/1.A/3/1992 Tanggal 25 Maret 1992

P tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
- " Kejaksaan Republik Indonesia.

5.~ Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor
. KEP-015/J.A/3/1995 Tanggal 22 Maret 1995
tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan
Penerangan Hukum. ‘

6.7 ‘Iie}pat Koordinasi kepala Kejaksaan Tinggi seluruh
‘Indonesia tgl, 15 Maret s/d tgl, 17 Maret 1999.

. MENGINSTRUKSIKAN :

KEPALA PUSAT PENYULUHAN HUKUM.
Para KEPALA KEJAKSAAN TINGGL

Para KEPALA KEJAKSAAN NEGERL

Para KEPALA CABANG KEJ AKSAAN
NEGERI di seluruh Indonesia. :
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Untuk @ L Melaksanakan 'da:n.: :'_';ﬂéﬁi'ngkatkalrl Penyuluhdn™"

-~

Hukum dan Penerangan Hukum. Program

(BINMATKUM), _de;’r'lgai"_i:_ ‘berlandaskan: Petunjuk

_ Pelaksanaan (JUKLAK) sebagaimana terlampir: i,

2. Melaksanakan instruksi ini dengan tertib-dan penuh
rasa tanggung jawab.’ TR

DIKELUARKAN DI : JAKARTA /% 3.0/ g
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BABI

PENDAHULUAN .

1. Garis-Garis Besar Haluan Negara 1998 (TAP MPR Nomor '
II/MPR/1998) khusus yang meryangkut bidang hukum, antara lain
- menetapkan bahwa kemampuan penyuluhan hukum dan keteladanan
_aparat hukum terus ditingkatkan agar tercapal kemantapan kadar
kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat
| ,@ ;menyadari, dan . menghayati secara serasi hak dan kewajibannya
sebagai warga negara serta terbentuk perilaku warga negara Indonesia
_yang taat hukum.
oA, 0 SRR
2.1,,{Igpdjang:‘Undang Nomor : 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I. pasal
:r27,( ayat;_(3)', sub, agmenyatakan bahwa “Dalam Bidang Ketertiban dan
. Ketentraman .. Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan
. peningkatan kesadaran hukum masyarakat”.
= L . Cio .
.3 Bahwa dengan Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor KEP-
: ' .087/1:A/8/1988. . Tanggal 5 Agustus - 1988  dibentuk Pos

N .

,iPenyuluhan/Penerangan Hukum Terpadu (POSKUMDU) antara
- Kejaksaan dengan Instansi lain dan Organisasi Kemasyarakatan.
BIRY, “‘?"af'hlrr.l'-ls\‘_,‘:i Y S | :
4...Bahwa ; oleh . karena usaha .membina dan meningkatkan kadar
;ikesadaran;, hukum, masyarakat adalah merupakan tanggungjawab
, nasional, maka telah dijalin kerjasama dengan instansi lain yaitu
@ dengan Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen
; Dalam Negeri, TNI Angkatan Darat melalui kegiatan AMD,
Departemen Pertanian dan TNI Angkatan Laut. .
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_ Bahwa berdasarkan evaluasi dan pengkajian yang dilaksanakan Pusat
Penyulyhan Hukum menunjukkan lebih dari 65 % jumlah
Desa/Kelurahan  diseluruh Indonesia telah diberikan Penyuluhan
Hukum dan Penerangan Hukum dengan beraneka ragamnya peraturan
yang disajikan sehingga telah kelihatan hasil yang nyata.




6. Bahwa dalam pelaksanaan program, masih terdapat adanya berbagai
kekurangan dan kelemahan yang disebabkan sarana, prasarana serta
sumber daya manusia di daerah-daerah. Oleh karena itu perlu adanya
peningkatan kinerja agar kegiatan Penyuluhan Hukum dan

Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum
(BINMATKUM) dapat d:Iaksanakan secara optlmal ' r""”‘“? AR \‘T? i
SR A
7. Bahwa untuk menmgkatkan kadar kesadaran - hukum masyarakat
dimaksud, Kejaksaan Agung R.I. beserta jajarannya’ sejak' tahun
1981/1982 terus menerus melaksanakan Program JaksaiMaisiikiDésa
(IMD), bahkan sejak tahun 1983 melaksanakanProgram Jaksa Masuk @;
Laut (JML) yang pada saat ini seluruhnya telah® d1tmgkatkan‘dan
dilaksanakan menjadi Program Pembinaan Masyarakati Tdat: Hukiim
(BINMATKUM) berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I.
Nomor : KEP-015/J.A/3/1995 Tanggal 22 Margt~19952 tentang-‘
Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan ‘Penerarigan’ Hukum”iyang
seperti diketahui bahwa kegiatan Penyuluhan Hukum® dan Penerangan
Hukum  Program  Pembinaan ' Masyarakat " Taat':+Hikiim
(BINMATKUM) adalah sebagian dan tugas preventlf ‘ -
PASTETN | AR NS i
8. Tugas dari Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum adalah tugas
yang harus disukseskan, oleh karena itu,’ dlharapkan para pétugasibaik
Jaksa maupun Tata Usaha yang ' ditugaskani untuk:titi#eharus | N
mempunyai kedewasaan intelektual dan integritas keprlbadlan yang
tinggi, sehingga usaha meningkatkan kadar’ ‘kesadaran hukim =
masyarakat dan terbentuknya perilaku anggota masyarakat-lndonesm
yang taat hukum menjadi kenyataan. ST RO
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BABTI

DASAR PENYELENGGARAAN

1. Ketetapan MPR RI Nomor : {I/MPR/1998 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara.

.2.‘(,lII"Jﬁdéng-ﬁndang: - Nomor : 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan
Q) .Republik Indonesia.

e‘!«'.!.'\.fli,";

3. aK‘eputus:éa:flu'll"":rc'ahs"»i'den Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 1991
tentang ‘ Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
. Indonesia’: -+ = | '

VIRHRED iuioding

oy RPRETLITS RENTEN . ' s |

4.""_‘1:\{_§pg.t1&'s"zi;:r1ji]aksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-
:)9315(/“?,/3/1992 Tanggal 25 Maret 1992 tentang Susunan Organisasi
T;di?x}}'falt!ai I;(t?r]a Kejaksaan Republik Indonesia.

5. Keputus'an 'Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-
~ 015/1.A/3/1995 Tanggal 22 Maret 1995 tentang Pelaksanaan

ST o) S S S ST IR LD R
!jlgeny‘ul_qhan Hukum dan Penerangan Hukum.
n nl‘h-.)ii‘ﬁ_‘il' ter o d
At AL ‘

5:i?!1k:1gfgutusan1aksa?Agung Republik Indonesia Nomor KEP-
'i;iQSTI/J /A/8/1988 Tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pola Operasi Bidang

- Hr;[:&feh]c?ﬁdé;lPéla Operasi Masalah Intelijen.

7. Sufaf Perintah Jaksa Agung Republik ‘Indonesia Nomor- : PRIN-
I:%§Q4}E{D/T|/8/_}9‘88 tanggal 5 Agustus 1988  tentang Pos
“Penytiluhan/Pénerangan Hukum Terpadu (POSKUMDU).

“f*';‘?"":' N - ’“":nr,f: .
BRI R A L L 5 e



1.

Beberapa pengertian

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BAB III -

PENYELENGGARAAN.PROGRAM ~ ' %"

;":_5 :'ifi \);t'}({

Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMTKfJM)é‘é:dEiéh

|||||

nama program Penyuluhan Hukum dan Penerangan _Hukum
yang meliputi seluruh kegiatan Penyuluhan. Hukum

‘}h‘ “ ey ‘.

Penerangan Hukum yang diselenggarakan oleh Kéj aksaan dalam
rangka membina dan = meningkatkan. kesagjaran hukum
masyarakat supaya mentaatl hukum i

e B i’,r,_!'rtl %}

Penyuluhan Hukum ialah suatu kegIatan penyampaiéy" mat[érl

hukum/materi perundang-undangan , yang !terencana dan

it u-H, 4f-Fve

terorganisir yang pada umumnya dllaksanakan\ ‘terhad'a

SR L B \.“t{\f

masyarakat pedesaan, agar mereka mengetahm mqmahex_mlean
melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkanduno dalam
berbagal peraturan perundang-undang_an.

S nsenen

' v *’“‘-“-.' 20,
Penerangan Hukum ialah suatu keglatan penyar;}pq}q.q rmateri
hukum/materi perundang-undangan’ ‘yang ter'éhcana "dan
teroganisir dilaksanakan terhadap. %aparatur negaré éijgaﬁléﬁgl
masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan lam lam,fyang pada
umumnya berada di perkotaan, agar. mereka leblh mengetahu1
memahami dan melaksanakan ketentuan—Eetentuan yang

terkanduno dalam berbagat peraturan perundang-unjdanlga‘gmz

5'!!1" i

Kesadaran hukum ialah nilai-nilai yan0 hldup dalam d1r1
seseorang tentang hukum yang meliputi :

* Pemahaman tentang hukum;

e Penghayatan hukum;

o Kepatuhan/ketaatan hukum,;

ki*sf’t”k Gungde, L

@

@

.
~




Masalah kesadaran hukum seseorang berkaitan erat dengan
masalah proses bathin atau proses kejiwaan orang yang
bersangkutan. Oleh karena itu, usaha membina dan
- meningkatkan  kesadaran  hukum masyarakat  bukanlah
merupakan suatu proses yang sekali jadi atau siap pakali,
. melainkan memerlukan suatu proses jangka panjang dan harus
dilaksanakan secara berlanjut dan berkesinambungan.

'1.5. Misi Kejaksaan berdasarkan UU Nomor : 5 Tahun 1991 tentang
| il HiRejaksaan R ialah :
, p SRR I Ev RN A e
[y ot Yo Mengdmankan dan mempertahankan Pancasila sebagai
~ falsafah hidup bangsa 'Indonesia terhadap usaha-usaha yang
dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,

o T g T,

!
i

- ube 7 perbangsa dan bernegara.

é ) "~"\.=-‘=’f;""-:' M?yvu]udkan kepastian hukum, ketertiban hukum, - keadilan
; ‘idanKebénaran berdasarkan hukum, dan mengindahkan
[ norma-norma .kqua.me'laq, kesopanan, dan kesusilaan serta
g e viﬁq%h.‘(mgnggallnmlz?l-m'lal kemanusiaan, hukum dan keadilan
‘ cguniYhg hidup dalam masyarskat

I j‘;‘m o ’I;gil*il;glg,?t:"rlf,s’epenuhnya ‘dalam proses mendukung dan

Je— lzlepgamankah; pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan
LIBRL S s e phe g gt 'y . :
‘- 'masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

AHdaesns e g
'mm;}g,U_glﬁ‘l\:{lepjaga .dan menegakkan kewibawaan’ pemerintah dan

" Negara.
e Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

717 ;ffﬁ!{'} ;!f‘:_:‘s ey, "j."f Y . \
(B _1,1.6." Program terpadu dengan instansi lain jalah Penyuluhan Hukum

el dan, Penerangan  Hukum yang dilaksanakan, bersama-sama
dengan instansi lain, misalnya Departemen Dalam Negeri,
Departemen - Penerangan, Departemen’ Sosial, Departemen
. Pertanian, ; Departemen Kehakiman, TNI - Angkatan Darat

Hy Lo
v N .

opn o INI Angkatan Laut, Departemen Kehutanan dan Dirjen Bea dan -
3l Cukal ri " | '

:'H.‘.E:' FR T P
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1.7.

1.8.

1.9.

 1.10.

1.11.

1.12.

Masyarakat pedesaan ialah mereka yang bertempzit;,jtif.xggal di
desa, seperti Petani, Pengrajin, Pedagang, .Para,; Santri,
Masyarakat Maritim, Masyarakat Suku Pedalaman .antara lain
Suku Badui, Kubu, Mentawai, Asmat, Sasak dan Tengger dan
Masyarakat yang bertempat tinggal d1 daerah perbatasan dengan
negara tetangga. SUREE I TR

Desa binaan ialah suatu desa yang telah mendapat Penyuluhan
Hukum secara berkesinambungan dan dinilai oleh; Kajan yang
bersangkutan, sehingga masyarakatnya telah -~ mempunyai
kesadaran dan ketaatan hukum yang tmggl dan dapat dljadlkan
contoh bagi desa-desa yang lain. AT
Aparatur negara adalah seluruh pejabat. negara dan pemermtah
yang secara efisiensi dan efektif melaksanakan tanggung
jawabnya atas penyelenggaraan negara dan pembangunan

Organisasi Kemasyarakatan adalah orgamsaSI yang dlbentuk
oleh anggota masyarakat warganegara Repubhk Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan keglatan profe51 fungsi,
agama dan kepércayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa untuk
berperan serta dalam wadah pembangunan guné mencapal
tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan’ Undang undang

Dasar 1945.- LR
Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang dltokohkan oleh
anggota masyarakat setempat sebagai’ panutan’karena ‘suatu
keahlian dan pengalaman yang dlmlllkmya mlsalnya pemuka
agama dan Kepala Suku/Adat L ST

T E"‘Z'Z-'-i'i;'\’.*

Aparat Keamanan Laut adalah setlap aparatur negara yang

mempunyai wewenang melaksanakan’ pengamanan dan .

penegakan hukum di laut, seperti TNI Angkatan Laut, Bea dan
Cukai, Satpol Air, imigrasi, perikanan, KPLP dan lain-lain.

A D ey A i L A TR T
RS ¥ R
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1.13. Masyarakat maritim adalah masyarakat yang bermukim di
pesisir/pantai, pulau-pulau dan orang-orang yang mempunyai
kegiatan usaha sebagai mata pencaharian dilaut, seperti nelayan,

) pengusaha perikanan, pengusaha angkutan penumpangan/barang
dan lain-lain.

2. .M‘ak‘sud, Tujﬁan dan manfaat.
91 :Maksud
@ . ‘"’Untuk memantapkan kadar kesadaran hukum masyarakat

T Sehingga setlap anggota masyarakat menyadari dan menghayati
4 secara hak dan kewajlbannya sebagai warga negara

oy e
1

2.2, Tujuah |

s Untuk menmgkatkan efektifitas pelaksanaan tugas -preventif
"‘“’Kejaksaan 'serta” untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas

dalam melayam kebutuhan masyarakat dibidang hukum agar

e ‘““‘ﬁﬁéreka mengetahm apa yang menjadi hak dan kewajlbannya

U R

sebagal warga ‘negara dalam rangka tegaknya supremasi hukum
, yang pada g111rannya akan terbentuk penlaku anggota masyarakat

Pt B
X Indone31a yanCr taat hukum.
shiir] m\,’ i

i!;t{t,

2.3, Manfaat o

Dengan dilaksanakannya Penyuluhan Hukum dan Penerangan
S Hukum akan diperoleh manfaat sebagai berikut :

"“3';;"""2"1. Tlmbulnya motlva51 masyarakat untuk berpartisipasi dalam
' ”{:' '+ ‘penibangunan. ‘

RGL A ‘Masyarakat lebih beram menyampalkan perméasalahan yang
d1alam1 © dalam "kehidupan  sehari-harinya, sehmgga
mendukun0 tegaknya hukum yang berkeadilan sesuai dengan

i 1 ‘épa 'yang dikehendaki dalam Garis- Garls Besar Haluan
P Negara (GBHN).




3. Tugas, Fungsi dan Metode Pendekatan | | ,' -

R S IS T .
a. Menyampaikan berbagai ketentuan tentang perundarig-

b. Membantu Pemerintah Daerah untuk memasyarakatka{}} }Jlukum
di daerahnya dalam usaha membangun daerah 1me‘nujt1'
pembangunan nasional. R

3.2. Fungsi _ g _‘E::;

a. Sebagai sarana berpartisipasi Instan51 Kejaksaapll ,dalam
membina dan meningkatkan kadar kesadaran hukum
masyarakat, supaya mentaati hukum, = . AT

b. Sebagai sarana untuk berkomumkasx antara Pemermtah dengan
masyarakat serta antara warga masyarakat 1fu sendm ‘Untuk
‘menyampaikan informasi mengenai, hukumll i ’!. ‘ ;"i ’m_zh‘ SRR

c. Sebagai sarana penggerak yang akan’ menggugah masyara}{a]: ‘

3.3. Metode Pendekatan

undangan dan hukum kepada masyarakat yang, berada ;di

pedesaan maupun di perkotaan, baik diminta maupun tldak

diminta, sedangkan materi hukum yang dlsampalkan iti;adalah

s U-iinr'l -4

yang benar-benar diperlukan masyarakat setempat! ~ 7 iy

R Yr |

untuk bersikap dan berperllaku yang lebih’ tertlb dan taat padat
hukum sehingga usaha ini sekaligus menumbuhkan DlSlPlll_’l
Nasional. v

RN i
i 1 %
T capafred §
contie gt b
' [ - \{j

a. Persuasif, artinya petugas dalam menyampalkan materl

Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum harus mampu
meyakinkan masyarakat, sehingga mereka merasa tertarlk dan
menaruh perhatian terhadap hal-hal yang dlsampalkan

Edukatif, artinya petugas harus bersikap, fberperllaku dan‘
bertindak sebagai seorang pendidik yang denoan penuh’

kesabaran dan ketekunan membimbing anggota’ masyarakat ke
arah peningkatan kesadaran hukum.

¢!1 (

¥
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¢. Komunikatif, artinya petugas pada waktu Penyuluhan Hukum
- -dan. Penerangan Hukum . berlangsung, harus ~mampu
it berkomunikasi menciptakan suasana, penuh kekeluargaan dan
L, keakraban sehingga tercipta/berlangsung dialog. Dengan
... .keadaan seperti ini, maka tidak adarasa takut dan segan
sehingga  mereka akan  mengajukan permasalahan-
permasalahan mereka yang dialami dalam kehidupan sehari-

harinya dengan bebas. _

" d. Akomodatif, artinya petugas harus mampu menampung /

Iyt »mengakomodasikan - dan memberikan jawaban/jalan keluar
‘_ st 0. pemecahan - atas setiap permasalahan-permasalahan yang
€® usill diajukan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami
“ophe janggota masyarakat. |
. S i.’”l"il'h"f‘.,{g:'gj;l T RPN
\ 4. Kegiatan Penyuluhan Hukum

Soln peLhalnn. b
‘411 Pényelenggaraan.
wndud gt ,
wvirainn Kegiatan Penyuluhan ~ Hukum  Program " Pembinaan
dminiion. Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dilaksanakan mulai
) -nig! el tanggal 1.April tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Maret
3 . “" tahun berikutnya (tahun anggaran). .
5395‘3"»1b".iﬂ!fKé;giatanurPenyuluhan Hukum dilaksanakan oleh Cabang
inrsb  prKejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan
BRI '\_:f?-fi'-P'usat Penyuluhan Hukum. -
tiyde it tKegiatan - Penyuluhan Hukum dilaksanakan di tempat

3
o .

pertemuan umum/balai desa atau tempat pertemuan sejenis

‘@ ~, lainnnya, namun bilamana dirasakan sulit ‘mengumpulkan
] h ) gpggo’t__a masyarakat, dimungkinkan dilaksanakan dari rumah
21t ke rumah (door to door visit). |

d. Kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan petugas

it 2nvKejaksaan  baik Jaksa maupun Tata Usaha yang menurut

! -l{-g-’?.%-"\}f"p‘énilai'an-.;Pimpinan . mampu melaksanakan Penyuluhan

o ‘Hukum;: apabila’ dimungkinkan dapat diikut sertakan petugas
it dari desa binaan.

1y e '
(F3% DI AP FERCIRERE
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4.2. Cara dan Teknik Penyuluhan Hukum. ~ RN , l- SRS

a.

" keterbukaan dan keakraban.

L1 L l.‘ s

Dalam setiap kegiatan Penyuluhan Hukum para petugas
Penyuluh dibenarkan memakai’® pakaiantseragam dinas
Kejaksaan dan harus mampu berinteraksi dengan“masyarakat
sekelilingnya  berlandaskan - keterpaduan, ¢ kebersamaan

' 3“ "’-." H
Kegiatan Penyuluhm hukum dllakukan dencan cara., Ceramah

Temu wicara, Sarasehan, Sambung rasa,: -Cerdas;. cermat
Hukum, dan dilanjutkan dengan ¢ tanya“2jawab ;. ataus dISkUSl
sehingga terbuka kesempatan seluas-luasnya: kepada angota

masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukum yang .

dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Selain-itu; ;“dapatjuga,

dilaksanakan dalam bentuk sandiwara, pertunjukan film,
sinetron dan dalam bentuk lainnya sesuai .dengani kondlsl
masyarakat setempat. Untuk lebih memasyarakatkan hukum
kepada masyarakat supaya diusahakan : ~pehyampaiannya
dilaksanakan dengan cara simulasi. Siaran Radio. Pemerintah

—

Daerah setempat (Media Elektromk Medla Cetak dan lam- ‘

lain) IR RS =~f=n‘{::.i‘

Materi hukum yang dapat dlserap ang ota:.masyarakat | pada

waktu Penyuluhan hukum dilaksanakan, diharapkan; dapat
disebarluaskan (digetoktularkan):kepada-. anggotaifmasyarakat

;;;;;

lainnya yang tidak dapat hadir pada waktu Penyuluhan Hukum.

TIit g

4.3. Petugas Penyuluh. : TS

: T ,.1.11

Petugas Penyuluh harus memenuhi persyaratan sebagal berlku ____

a.

b.

f "?*ﬁf 55

Selain menguasai dan memahami materl hukum yang akan
disuluh/disajikan dan adat kebiasaan masyarakat: setempat
Sedapat mungkin menguasai bahasa daerah setempat.. . iy
Mempunyai kemampuan untuk . menoungkapkan maten
Penyuluhan dengan jelas, dengan bahasa yang sederhana dan
mudah dimengerti serta mudah dipahami oleh anggota
masyarakat.

- .10
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d. Berpenampilan tertib, sopan, tidak angkuh, tidak sombong

| serta memiliki Profesionalitas, Integritas dan Disiplin yang

tinggi. ' |

' ".e. ‘Penyuluh seyogyanya melaksanakan Penyuluhan' sedemikian
rupa sehingga dirasakan oleh masyarakat yang disuluh bahwa
hukum  berfungsi sebagai “Pelindung dan Pengayom
masyarakat” bukan untuk ditakuti.

‘.r:

4.4, ‘Sasaran dan lokasi.

,f('@ -+ Sasaran kegiatan Penyuluhan Hukum adalah masyarakat yang
" .masih kurang memahami hukum, dan bertempat tinggal di daerah

pedesaan I_(petani, pengrajin,, pedagang, para santri, masyarakat °
- maritimt-dan suku pedalaman antara lain : Badui, Kubu, Mentawal,

Asmat, -Sasak “dan Tengger, serta masyarakat yang bertempat

tinggﬁl”diL daerah perbatasan Irian Jaya dengan Papua Nugini,

{1 J:J. F‘ [ B R LA - ‘ H M H
i "’_ Kialimantan® Barat dengan Malaysia Timur, Kalimantan Tengah
' dﬁengani Brunei Darussalam dan lain-lain, dengan alasan antara
Ofnamt : .
ain<.” :

phl O
.(;_‘;‘l__"."f. T

P

i o !atl.f“.fjlgg“nj(‘at'aan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk
o7t LT Jang!bertempat tinggal di-desa masih kurang memahami
hukum.
b, Letak wilayah pedesaan terpencar-pencar dan terpencil di kaki
IETATIE A S ST R PPy B . . . ,
| ' Hukit/gunung, -ditepl pantai dan pulau-pulau yang pada
s .”,;1_1_51}{91(37&1}}’3 tingkat pengetahuan hukumnya relatif ‘masih
B H'tendah. _
(@Q c. Umumnya mereka yang bertempat tinggal didesa kurang
P perkesempatan memperoleh pengetahuan di bidang hukum,
| ' sehingga 'méreka mudah di eksploitasi oleh orang/golongan

tertentu yang mencari keuntungan pribadi/golongan.

- .

4.5. Waktu P efiyuluhan Hukum. -
DN A :

ﬂ.f.‘f.‘ _" 3 Piti

1 e Kegiatan ‘Periyuluhan hukum dilaksanakan sesuai dengan
Rencana Kegiatan yang telah disusun dalam Triwulan I

11
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b. Waktu pelaksanaan Penyuluhan . Hukum ,,hendaknya

disesuaikan sedemikian rupa, sehingga masyarakat A bisa

berkumpul sebanyak-banyaknya dan dxupayakan tldak_

mengganggu waktu mencari nafkah.

4.6. Materi Penyuluhan Hukum.

Materi-materi hukum yang disuluhkan adalah:.

da.

Peraturan perundang-undangan nasional berupa: -

1) Hukum Pidana
2) Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)
3) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai, P011t1k

'4) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

5) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan Dan Kedudukan
MPR, DPR dan DPRD. '

6) Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960)

7) Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun' 1974)

8) Undang-undang Kejaksaan (UU No, 5 Tahun 1991} -

9) Undang-undang Pengelolaan Llnglqmoan Hldup (UU No
23 Tahun 1997)

10) UU Narkotika (UU No. 22 Tahun 1997), . ;i g

11)UU Lalu Lintas dan Angkutan Ialan (UU No 14 tahun
1992)

12)UU tentang Kesejahteraan Anak/Penelantaran dan
Penyalahgunaan Anak (UU No. 4 Tahun 1990)

13) UU Pariwisata (UU No. 9 Tahun 1990)

14) UU Perikanan (UU No. 9 Tahun 1985) .

15) UU Keimigrasian (UU No. 9 Tahun. 1992)

16)UU Ps1kotrop1ka (UU No. 5 Tahun 1997).  + v -

17) UU Benda Cagar Budaya (UU No. 5 Tahun 1992).- £

-1 ’r‘f

'18)UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayatl "dan

Ek0313temnya (UUNO 5 Tahun 1990)

12

it




19) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
© 20)UU No. 9 Tahun 1998 tentang mengeluarkan pendapat

dimuka umum.

b.. Peraturan perundang-undangan lainnya yang dipandang perlu
~.. .. sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat setempat. .
c. Peraturan Daerah Tingkat-I, Tingkat II seperti : Pajak Daerah,
IMB, Pajak Radio, Ijin Penambangan/galian, minuman keras

dan lain-lain. '

Aty

' (,@ 4.7. Pentahapan Pényuluhan Hukum

ot inPenyelenggaraan. kegiatan  Penyuluhan Hukum  Program :
;iist Perbinaan - Masyarakat . Taat. Hukum (BINMATKUM)
@ dilaksanakan. dalam 4 (empat) triwulan agar kegiatan benar-benar
iniirterencana, terarah dan terorganisir sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan. '
caprn e L .
Tahapan penyelenggaraan kegiatan dimaksud adalah sebagai
ot berikuf v |
GOl o s
4.7.1. Dalam Triwulan I (April-Juni)
WEY guprdbiosy e S 0 L
’ ri;-;f::a.;,.as‘ 2R a-"Mempersiapkan sasaran dan lokasi Penyuluhan Hukum
' f’?-i"i?}'-‘ Lupird seuntuk selama satu tahun kerja yaitu triwulan I, 1T, I1I dan
cdaimd eIV L |
. didiziic noib: Sasaran dan lokasi ditetapkan dengan memperhatikan
( w(. _ hal-hal sebagai berikut :
; e Data Perkara yang diterima dari Penyidik. (
| ©'"é "' Data kriminalitas yang terjadi di Desa baik kuantitas
sRy aiciobo 0 ‘maupun kualitasnya.
' e Ketaatan masyarakat terhadap hukum.

13




«  Problematik yang menonjol di Desa.

e Pola budaya, karakteristik dan adat' ' istiadat
masyarakat desa. (T TR ,ej;

-t

» Trend perkembangan masyarakat desa; mlsalnya dari
masyarakat ~agraris menjadi- industriy;: tradisional
menjadi modern dan sebacalnya Lep ol

H ' i : R 1 {7

jlol

Toah

C. Pelaksanaan Penyuluhan hukum fdxusahakan supaya

dapat menjangkau - sasaran anogota masyarakat

sebanyak-banyaknya. - - crens T agndeinett © b

d.  Mempersiapkan sarana dan prasarana
e. Mengkoordinasikan Rencand Kegiatan ~Penyuluhan

Hukum dengan -Instansi terkait:yang :akancikuti serta
berpartisipasi melaksanakan Penyuluhan Hukumiihy

f. Mempersiapkan petugas’ yang' akan ,+melaksanakan

3 b

Penyuluhan Hukum. g itk

g. Petugas mempersiapkan maten hukum yang akan

{l.
disuluhkan/disajikan. SR TRPLER I SR

h. Khusus triwulan I d1pr1or1taskan materl hukum yang

1.

i

akan dlsuluhkan/dlsajlkan adalah UU No, 3 Tahqn 1999
tentang Pemilu . .--';al~:f;=f ‘f-';{f By

Membuat Peta Wllayah/daerah hukum Kejaksaan yang
bersangkutan yang diberi tanda-tanda®desa yang sudah
disuluh (warna hijau), akan disuluh (warna kumng) 'dan
yang belum disuluh (warna Dbiru);/idisertai jumlah

anggota masyarakat yang akan disuluh, belum’ ‘disultth
dan sudah disuluh. AR Pt B

Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan: Hukum sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan dalam triwulan L

k. Membuat statistik kegiatan Penyuluhan Hukum yang

menggambarkan  banyaknya , .Desa/Kelurahan  dan
anggota masyarakat yang menerima Penyuluhan Hukum

dalam triwulan 1.

14
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.. Membuat foto dokumentasi kegiatan Penyuluhan
" Hukum.
;. m. Membuat dan menyampaikan laporan yang memuat
" kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan L.

4.7.2. Dalam Triwulan II (]uli-Septernber)
s a. Kegiatan Penyuluhan Hukum terhadap sasaran yang
C belum diselesaikan dalam triwulan I dilaksanakan pada
bulan pertama triwulan II sebelum melaksanakan
kegiatan triwulan II.
. b. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum sesuai
' dengan Rencana Kegiatan yang telah dibuat dalam
* triwulan I.

e praveia G _Membuat dan menyampaikan laporan triwulan II.
T Tavant bl ‘

P
RSN

s &4{”3De'11‘a’mTr1wul an 111 (Oktober-Desember)
T, 'Kegiatan Penyuluhan Hukum terhadap , sasaran yang
belum diselesaikan dalam triwulan II dilaksanakan pada
) ,bi{lan pertama_ triwulan II1 sebelum melaksanakan
=" kégiatan triwulan IIL ‘
" b. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum sesuai

3
0o

casdey sl

I'Sl) :4-: "'f'; !-‘ o
Jornig it

ERTS TR SRR A S WA L . : , . .
piars Y dengan Rencana Kegiatan yang telah dibuat dalam
st Et;,r-.‘,r i k e k_

SOy pR ‘ tl‘lwulan L : -,
G st © __.Mf.jmb.‘_'lat.d.an menyampaikan laporan triwulan IIL
Appse 7?74 _‘Dallam T.riwule_m IV (Januari-Maret)

' J._E:.ehr{i‘]fl(sagl_.at.an'Penyl.'lluhan Hukum. terhadap sasaran yang
R ',H_w“,“_:,,bglum d1;elesa1kaq c'lalam triwulan IIT dilaksanakan
il ik e _.pada bulan pertama triwulan IV sebelum melaksanakan

"' kegiatan triwulan IV. |
AL ii”;!b'. :iMela}(sanakan kegiatan Penyuluhan Hukum sesual
o 1*;};‘.:.--..-'»5 - d?ﬁgaq Rencana Kegiatan yang telah dibuat dalam
' - triwulan L.

crpup et o
tjﬂif“;‘t'_',:g:
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5. Kegiatan Penerangan Hukum.

5.1. Penyelenggaraan.

c. Melakukan “Check and Re-check” terhadap sasaran
Penyuluhan Hukum yang dllaksanakan dalam triwulan
I, II, dan IIL

d. Membuat dan menyampalkan laporan pelaksanaan
kegiatan Penyuluhan Hukum dalam tnwulan v dan
hasil pelaksanaan “Checkand Re-chec '

il U A

4.7.5:. Membuat  laporan tahunan pelaksanaan kegiatan
Penyuluhan Hukum selama satu tahun kerja SR

[ 5- |‘-=n—3‘1,1_

Kegiatan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat
Taat Hukum (BINMATKUM) dilaksanakan mu1a1 tanggal 1
April tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Maret tahun
berikutnya (tahun anggaran). L
Kegiatan Penerangan Hukum dllaksanakan oleh Cabang
Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negen Kejaksaan nggl dan
Pusat Penyuluhan Hukum. . . |
Kegiatan Penerangan Hukum dllaksanakan d1 tempat tempat
umum, Kantor instansi Pemermtah Kantor—kantor swasta
ataupun disuatu tempat lainnya sesuai kesepakatan bersama
dengan kelompok sasaran yang akan menerlma Penerangan
Hukum.

Kegiatan Penerangan Hukum d1laksanakan petugas Kejaksaan
baik Jaksa maupun Tata Usaha yang menurut penilaian

Pimpinan mampu melaksanakan Penerangan- Hukum, atau ‘jika

dianggap perlu dan kondisinya menglzmkan tenaga darl luar
Kejaksaan dapat diundang sebagalpenceramah e
Dalam setiap kegiatan Penerangan Hukum," para petugas
dibenarkan memakai pakaian seragam dinas Kejaksaan ‘dan
harus mampu berinteraksi dengan masyarakat sekelilingnya
berlandaskan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan dan

keakraban.

16
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5.2, Cara dan Teknik Penerangan Hukum.

a. Kegiatan Penerangan hukum dilakukan dengan cara Ceramah,
c ' Temu wicara, Sarasehan, Sambung rasa, Cerdas Cermat
"+ Hukum, dengan menggunakan media cetak (surat kabar,

* majalah, buletin daerah), dan menggunakan media elektronik,
berupa sinetron, Film, Radio siaran RRI/Swasta dan lain-lain.
.-b. Mengumpulkan sasaran Penerangan Hukum disuatu tempat
-3 rtertentu yaknio ditempat-tempat pertemuan/balai  desa, aula
| perkantoran, tempat-tempat pertemuan tertentu lainnya.
‘E@ c. - Untuk lebih memasyarakatkan hukum kepada masyarakat
- supaya diusahakan penya mpaiannya dilaksanakan dengan cara

'. II - ]
diskusi dan simulasi.
‘ ‘-“ ' - .

- 5..3. Petugas Pelaksana Penerangan Hukum.
Petu‘gias'ﬁarus memenuhi persyaratan sebagal berikut :

a. Menguasai dan memahami materi hukum yang akan disajikan.
b, Sedapat mungkin menguasai bahasa daerah setempat.

By Berpétampilan tertib, sopan, tidak angkuh, tidak sombong
| serta_memiliki, pro_fesionalisme,’integritas dan disiplin yang
tinggi. -

d. Petugas dalam melaksanakan Penerangan Hukum seyogyanya
~ bersikap sedemikian rupa sehingga dirasakan oleh masyarakat
teglol yang disuluh bahwa hukum berfungsi sebagai “Pelindung dan
\ T * Pjéffgdﬁf'o'm ‘masyarakat” bukan untuk ditakuti.

. F
ot
AR}

R S .
A B O TPLP I

R LTI .
5'4"* Sdsaran dan lokast:

Ds '

5.4.1. Sasaran

. Mengingat majemuknya profesi anggota masyarakat di
perkotaan, maka  sasaran  Penerangan Hukum
dikelompokkan sebagai berikut :

17

P et . 5 .o
- oA - 23 :
3" * w &._-.‘ -
%k t
PR

iy ra .
L2 RS e T A



5.4.2. Lokasi

£

5.5. Waktu Penerangan Hukum. L Ty 1
a. Kegiatan Penerangan hukum dllaksanakan .S€

b.

Kegiatan Penerangan Hukum dilaksanakan berdasarkan
inisiatif sendiri (proaktif) atau atas permintaan,. mstanm'
organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakatn yang
bersangkutan. SRR
5.6. Materi Penerangan Hukum. s e oo
18

a. Aparatur negara termasuk BUMN, BUMD serta unsur
aparat penegak hukum dilaut yang tergabﬁhg dalan
KAMLA dan lain-lain. s

b. Organisasi kemasyarakatan yang dxbentuk oleh anggota
masyarakat atas dasar kesamaan, keglatan,iprofem
fungsi' dan agama, seperti KNPI, Pramuka _Dharma
Wanita, PKK, LKMD, KADIN, Orgamsam

Warganegara Turunan Asing dan lam-laln BRI

c. Tokoh-tokoh masyarakat seperti, ahm ul rrlfa/peihukd

S R

agama dan Tokoh Adat/Suku.
d. Dan lain-lain,

TV (4
!l 4. ’9.

v U
Pt d

Kegiatan Penerangan Hukum dilaksanakandi: . ..
a. Ibukota Propinsi S
b. Ibukota Kabupaten/Kotamadya . e e i
c. Ibukota Kota Adminisitratif (Kotxf) | '
d. Ibukota Kecamatan S I RIS st

Ll e
Dengan tidak menutup kemungkman d11aksanakan dltémpat
lain sesuai dengan situasi dan kondlslnya P ;:;;,.‘.;.ﬂ g

r‘rg’ o

Rencana Kegiatan yang telah disusun dalam anulan L. oo

Do adlam
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' * Materi-materi hukum yang diberikan antara lain :
a. Peraturan perundang-undangan nasional berupa :

1) Hukum Pldana
2) Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)
3) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
4) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. .
5) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan Dan Kedudukan
MPR, DPR dan DPRD
f@ e, 6) Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960)
' ‘ f o 1) "Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974)
4 e 8) Undang-undang Kejaksaan (UU No. 5 Tahun 1991)
s 9) Undang—undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.
LTS Talin 1997)
: . 10) UU Narkotika (UU No. 22 Tahun 1997)
1”1),UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 14 tahun
1992) -
12)UU tentang Kesejahteraan Anak/Penelantaran  dan |
Penyalahgunaan Anak (UU No. 4 Tahun 1990)
. 13)UU Pariwisata (UU No. 9 Tahun 1990)
5, 14 U0 Perikanan (UU No. 9 Tahun 1985)
”;155 1 15)UU KelmlgraSIan (UU No. 9 Tahun 1992)
! 16)UUPSlkotrop1ka (UU No. 5 Tahun 1997)
17)UU Benda Cagar Budaya (UU No. 5 Tahun1992)
18)UU “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ek031stemnya (Uu No. 5 Tahun 1990).

:9 UGBS T 0V N6 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

20)UU.Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992)

21) U Pemilu No. 3 Tahun 1999

22)UU’Pencrusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana
.Ekonomi (UU No. 7/DRT/1955)

23)UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi CUU No. 3
Tahun 1971)

Doyl
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24)UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986)
25)UU No. 9 Tahun 1998 tentang mengeluarkan pendapat
dimuka umum. .
b. Peraturan perundang-undangan dan ketentuan—ketentuan
mengenai Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Sara
c. Peraturan Daerah Tingkat I ‘dan ngkat II yang perlu
diketahui dan ditaati masyarakat setempat.

5.7. Pentahapan Penerangan Hukum

Penyelenggaraan - kegiatan Penerahgaﬁ' ‘ Hukum Program
Pembinaan  Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM)
dilaksanakan dalam 4 (empat) triwulan agar keglatan b%nar-benar
terencana, terarah dan terorganisir sesuai dengan Jadwal‘yang telah
ditetapkan.

e
' [
L el

Tahapan penyelenggaraan kegiatan dlmaksud adalah sebagal
. berikut :

5.7.1. Dalam TriwulanI (April- Jum) EUTRTR

_w
?’Ii\,\

a. Memper51apkan sasaran dan loka31 Penerangan Hukum
, untuk selama satu tahun kerja yaltu tnwulan L II IIT dan

IV. , o

b. Sasaran dan lokasi dltetapkan deng,an‘m;efmperhatlkan
hal-hal sebagai berikut : ey
o Data kriminalitas yang terjadi balk kuantltas maupun @)

kualitasnya. . ”ﬁ.; ST

o Ketaatan masyarakat terhadap hukum e anu

e Pola budaya, karakteristik “dan kacliat " istiadat
masyarakat desa.
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. o Problematik yang menonjol pada Organisasi
i * Masyarakat, Tokoh-tokoh .masyarakat serta pada
aparatur negara yang akan dijadikan sasaran.
- . .e Trend perkembangan Organisasi Masyarakat.
- ¢ Khusus dalam triwulan I diprioritaskan tentang Undang-
. undang Pemilu No. 3 Tahun 1999.
| d. Penerangan hukum’ dilaksanakan terhadap tokoh
‘y .t .. . masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan terhadap
pslmesa, oo aparatur negara sebanyak mungkin.
e. Mempersiapkan sarana dan prasarana.
@ vsene unfiicMengkoordinasikan . Rencana Kegiatan Penerangan
¥ .slal aebin Hikum dengan Instansi terkait yang akan ikut serta
o berpartisipasi melaksanakan Penerangan Hukum secara
fosese ndbooterpadua. o : .
1 aalroii: g Mempersiapkan  petugas  yang akan melaksanakan
" Penerangan Hukum, termasuk dari instansi lain. '
wagnsachoh. Melaksanakan Kegiatan Penerangan Hukum sesuai
gnls M wil . dengan jadwal yang telah ditentukan dalam triwulan L.
. i . Membuat- dan menyampaikan laporan yang memuat

. .. kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan L.
selpinnl  poEnea ' '

5.7.2.-Dalam Triwulan II (Juli-September) .

"-a. Kegiatan Penerangan Hukum terhadap sasaran yang
belum diselesaikan dalam triwulan I dilaksanakan pada
bulan pertama triwulan 1I sebelum melaksanakan
kegiatan triwulan II. |

@ ' b. Melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum sesual
9 owenon.s..dengan Rencana Kegiatan yang telah dibuat dalam
triwulan L.

asigiyu 4 e, -Membuat dan menyampaikan laporan triwulan II.
¢ : '

AT 1Y L SR B ‘
| fsm';st.’:-Sﬂ-.G_;;Dalani Triwulan III (Oktober-Desember) _
:-:f‘x:':}::.:;zg,aze.fl-'i;a;f:sKegiatan Penerangan Hukum terhadap sasaran yang
Cgagy snuau belum diselesaikan dalam triwulan II dilaksanakan pada
‘ “bulan pertama triwulan III sebelum melaksanakan

kegiatan triwulan IIL
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5.7.4, Dalam anulan IV (Januari-Maret) -
a.

. 5.15.

6. PengoperasianPOSKUMDU o

C.

Melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum sesual
dengan Rencana Kegiatan yang telah dibuat dalam
triwulan L. SRR

Membuat dan menyampalkan laporan trlwulan pling

#
v

‘ . 4 =r_;'z.‘

‘ll;il

‘Kegiatan Penerangan Hukum- terhadap sasaréﬁ 'yang

belum diselesaikan dalam triwulan'III dilaksanakan pada
bulan pertama triwulan IV sebelumr melaksanakan
kegiatan triwulan IV, - ' s o -
Melaksanakan kegiatan Penerangan {Hukum; sesual
dengan Rencana Kegiatan yang telah dxbuat dalam
triwulan 1. - : Crigiian g

Melakukan “Check and Re-check” terhadap sasaran
Penerangan Hukum yang dilaksanakan dalam triwulan 1,
I1, dan IIL : ey

Membuat dan menyampaxkan laporan, ipelaksanaan'
kegiatan Penerangan Hukum ‘dalam trlwulan v dan
hasil pelaksanaan “Check and Re—check” i

Yo h et
: ‘l ’-;.:JJ',

Membuat  laporan tahunan pelaksanaan kegiatan

Penerangan Hukum selama satu tahunkerja:si i G0 &

S

6.1. Pengertian POSKUMDU

a. Poskumdu adalah singkatan dari Pos Penyuluhan/Penei'angan
Hukum terpadu. - Drwhen

b. Poskumdu adalah merupakan’ forum: dan ibentuk keglata_n
Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum' terpadu Porgram
BINMATKUM dengan instansi, Organisasi-Kemasyarakatan
dan tokoh Masyarakat setempat guna menampung serta
memberikan pemecahan permasalahan di bldang hukum yang
disampaikan oleh masyarakat. |
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" ¢. Yang dimaksud keterpaduan dengan instansi terkait setempat
' jalah keégiatan dalam rangka penyelenggaraan Penyuluhan
Hukum dan Penerangan Hukum :terpadu Program
BINMATKUM bersama Program KADARKUM (Departemen
+ Kehakiman), Program Koran Masuk - desa (Departemen |

" Penerangan), Program Penyuluhan Sosial (Departemen-sosial),

' dengan Pemerintahan Daerah, Program Keterpaduan TNI

ABRI Masuk Desa, TNI AL (Operasi Bhakti Sosial Surya

. Bhaskara Jaya), Departemen Pertanian (PERKAPEN) dan

lain-lain. |

@ ~d. Yang dimaksud dengan keterpaduan dengan organisasi terkait
OV jeiios gétempat - ialah  penyelenggaraan Penyuluhan Hukum dan

‘i“‘vii’-‘ﬂ{i_"if»*ig.PeﬁérgnganﬁHukum terpadu Program BINMATKUM bersama

istaoil,  LKMD, Ofganisasi Pemuda: (KNP, Karang Taruna, FKPP],

.unliyl” (Kader “Pembangunan -Desa, OSIS, Pramuka, Mahasiswa,

sypiuinsPelajariiidan’ lain sebagainya), Organisasi Wanita (PKK,

:‘z’.i"f{‘fﬁf?iiii‘thjci_;"ma‘?sWanita), Organisasi Keagamaan (MUI, MDI dan
Aabil nreQfganisasi “agama lainnya), Kelompok ' Tani, Kelompok

L1186 Neldyan dan lain sebagainya. - '

e. Yang dimaksud keterpaduan dengan Tokoh Masyarakat
a8 e setempat - falah © penyelenggaraan Penyuluhan Hukum dan
ssovs Penéraigan Hukum terpadu Program BINMATKUM bersama
(waniugsPermuka’Agama; Kepala Suku/Adat dan lain-lain.

6.2. Penyelenggaraan
sRfgIRL R Ll b '
nebididiiPoskumdu dibentuk dan didirikan di suatu tempat dalam
’“@ (iitstbentuk-bangunan dengan segala perlengkapannya  yang
| i::siap menerima permasalahan hukum yang disampaikan oleh
“.anggota’ masyarakat selanjutnya diberikan jawaban atau
- ipetunjuk pemecahannya oleh petugas.

.
4 ' "
‘-s“'r.f'd:tt',:i.l".-"" f’*{ TR I &

415y b Dalam Poskumdu tersedia

\
Mnlalad phn e e

- Buku Tamu dan Buku Jurnal.
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- Lemari/rak untuk menyiapkan bahan. perpustakaan seperti
UUD 1945, Ketetapan MPR, brosur-brosur:dan buku buku
yang menyangkut hukum. - T
- .Dan lain-lain yang dianggap perlu. . ! SRR
c. Poskumdu sedapat mungkin. dioperas.ikan;,“gllgh; jajaran
Kejaksaan bersama-sama dengan instansi lain, ;,Organisasi
Masyarakat dan Tokoh Masyarakat setempat. . + g B
' Lo e :.;,.:;.,;-,r s
6.3. Cara dan Teknik Pengoperasian PO-SKUMDU weE i | e
a.- Poskumdu dibuka setiap hari kerja dan terbuka bag1 setlap
lapisan anggota masyarakat untuk dlmanfaatkan ¢Terhadap |
anggota masyarakat yang datang ke Poskumdu s dicatat
identitasnya dalam Buku Tamu. danfpermasalahan hukum'
yang disampaikan dicatat dalam Buku Jurnal. . Selan]utnya
oleh Petugas. disampaikan jawaban/petunjuk, ,pemecahannya
pada hari itu juga, atau pada kesempatan lain’ bllamana tldak

dapat dlsampalkan Jawaban/petunjuk pemecahannya saat itu.

EINIRE "fi“l'. )

b. Petugas yang bertugas di Poskumdu ialah, dar1 Kejaksaan
instansi lain .dan  Organisasi - Kemasyarakatan $écara
bergiliran/bergantian yang ditetapkan:: dengan1 wkeputusan

bersama.

c. Jawaban/petunjuk pemecahan oleh petugas atas permasalahan
hukum yang diterima, dilakukan.dengan metode: pendekatan
PEKA (Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan’' Akomodatif). @ '
6.4.Lokasi L e T e
: ,,*(;_.‘ l"i‘i‘ *
a. Poskumdu dibentuk di setiap wﬂayah hukum Ke_]aksaan
Negeri di seluruh Indonesia minimal 1 (satu) Poskumdu yang
berlokasi di Desa/Kelurahan/Ibukota Kecamatan yang letaknya

strategis dipandang dari segi kebutuhan.
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b. Poskumdu yang tidak operasional lagi, supaya dipindahkan ke
. Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri setempat beserta
" segald'perlengkapannya sehingga mudah dioperasikan, namun
o sedapat mungkin tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan.
7. Kegiatan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum
déngan Instansi lain yaitu :

7.1. Kegiatan Kerjasama dengan Departemen Penerangan
‘a, '%Me.ﬁgkoordinasikan kegiatan Penyuluhan Hukum dan
antho2 ‘Pétierangan Hukum'dengan Departemn Penerangan di daerah-
F’ .is‘f_ffif%é'%}iﬁi'hy‘:‘ifiﬁi,'n?-asingf_ masing.
_— b._{M?’hgikptSertakan petugas dari Departemen Penerangan, para
b "1“3 Bjri‘-Penérang” (Jupen) yang ada di Kecamatan-kecamatan
anesl - Lignthk mengikuti kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan
‘,:’“‘jf”?%‘:’*’"{ ‘Hikiim"yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang
i "‘f‘mf"‘:mKé’jfakg’;EfdnNege'ri.'... . :
_¢._"Mateéri Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum diberikan
sollislilt \8pada Jupen yang berada di Kecamatan-kecamatan dimaksud.
cwdoll) NidteriisPenydluhan © Hukum ~dan  Penerangan Hukum
dipergunakan para juru penerang untuk menyampaikan
. Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum melalui media
- cetak (Koran-miasuk desa) dan media elektronik.

L. PorLgri s ?. l"i"f"‘.’; !:, . - E .
! B2 Kegiatan' ¢ ¢ Kerjasama dengan ~ Departemen Sosial.
shE ey isiston e - : ' e
t@ " Kejaksaan setempat melaksanakan koordinasi dengan

~ipg  Departemen -Sosial setempat ‘tentang perlunya  dilaksanakan
:zezinsPenyuluhan  hukum  dan Penerangan Hukum dalam rangka
;3,307 membina’serta, memasyarakatkan kesadaran hukum dan tanggung
©y aygjawaby.sosial dibidang kesejahteraan sosial, khususnya mengenat

: tanggung jawab hukum orang tua/keluarga terhadap kesejahteraan
cisansianakiin oye. :

g p lsrons
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7.3. Kegiatan Kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri,, «

a.

b.

7.4, Kegiatan Kerjasama dengan TNI ABRI Mésulk Desa

d.

7.5. Kegiatan Kerjasama dengan Departemen Pertanian * -

a.

TR TN S eI
Mengkoordinasikan kepada Pemda setempat untuk melakukan
Penyuluhan Hukum terhadap ~masyarakat . di.;. pedesaan,
terutama terhadap masyarakat desa tertinggal (IDT),
Masyarakat kurang Beruntung (MKB) dan daerah,terpencil.’ iy
Supaya dipedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri iNﬂo{mﬁojg :.
INS-18Tahun 1988 tanggal 14 Nopember 1988.

Uit 1K N
CELC e JIENR L i"

bty e d
Membina hubungan baik dan komunikatif, den
setempat sehingga dapat mengetahuif;akaq;._ci!ilaksanakéndya
kegiatan TNI ABRI Masuk Desa di daerahnya.'; - G,
Aktif dan Partisipatif menyukseskang,:P-rpg,ram{j-{l".l}_ll7A’BRI
Masuk Desa ‘mulai dari tahap perencanaan -sampaiiitahap
pelaksanaannya, Kejaksaan ikut serta mgl{aks'anqlgqg'kegiatan
non fisik berupa Penyuluhan Hukum ,terhadap.,m:qsyarakat?diﬁ
lokasi proyek. : S, gl
Supaya dipedomani petunjuk. Jaksa .Agung -Muda Intelijen

;

9i
! i

1994,

- (PP TR
P gl

H y _!{\

- Mengkoordinasikan kegiatan Penerangan ‘Hukum,:dengan

Kanwil/Dinas Pertanian, Organisasi Kemasyarakatan yang:ada
pada BUMN/BUMD di daerah. e e,
Kegiatan Penerangan hukum dilaksanakan “terhadap para
pegawai/karyawan ~ BUMN/BUMD ~ . dani!vOrganisasi
Kemasyarakatan yang pada tiap:tiap’ BUMNdilingkungan
Departemen Pertanian, baik yang berada di pusat maupun di
daerah. ‘ IR ST T R
Supaya dipedomani Piagam Kerjasama yang ditandatangani
Jaksa Agung R.I. dan Menteri Pertanian R.I.-tanggal 14 April
1994,
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7 .6.~_Kegiatah Kerjasama dengan TN'I Angkatan Laut

a Melaksanakan koordinasi .dan. kerjasama sebaik-baiknya
denga“n “INT" Ancrkatan Laut,” sehmgga tugas penyidikan yang
ditangani TNI Angkatan Laut dapat dilaksanakan dengan baik.

e “w;‘b ij Jak“sajan membantu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

o (NRIBUES b-gg “Ip?ﬁioﬂr‘ljlilj ;TNI ,”Angkatan Laut khususnya dibidang
g “"M‘ldxkan"  antaralain’ mengkoordmasxkan ‘kurikulum,

J’L!% ui‘m A J.,é P SN TR E- T4 S IPNY
éketglatah {tutorle’il Jdan, menylapkan tenaga pengajar atau pelatih

ég;;sverta saraix%ai/“r‘agegréa‘na yrapg di erlpkan ,
: Qi‘# %71 WLl A ST PR : MO S
ksaé‘n elaksanakan Penerangan Hukum di lmgkuncan
}‘J‘:s} )}"fii ‘1!]“ 2nlt hﬁ-l .n.n'“.; i‘jl 3 1.&; }!!'-.- =
”‘r*#ﬁ*fl ﬁbcdliaii@ LA ot o
rl ,\ ‘?“v'" !.-

ke Kej Ks{apmbersama-sqgla denoan TNI Angkatan Laut
X ‘-’melaks SKan keglatén Penyuluhan ‘Hukum terhadap
1_’&52&*” n&’fi “‘*éi"fv BegY

akat.. marltlm dalam rangka penmgkatan kesadaran

1 0 '}zmmm m:aﬁs TR ARSI
i ﬁ 1@ 1 pada Waktn” O perasi Bhakti Sosxal Surya Bhaskara
ggjﬁ;& ﬁfﬂﬁ.ﬁb“‘b\{yahu, nEsin “lli PR VI *,, :

? : 1 &p’i 1“*' ‘\P\h Eg.f ot o LR

e *"ﬁf@%’ %f I}?%}Qm?i’}g‘f P‘xagam Kerj asama yang ditandatangani
_ -"1%%1%;43;1*@ sa Afr‘ffngr X d’éhgan Kepala Staf TNI Angkatan Laut
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1.

| setlap tahun anggaran.

‘ ) - el e g»_‘.':"'._ R ‘J A l’ .
BABIV B R L,

Penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Hukum dan’ “Penerangan

Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) |

AN Ea ks T

dengan ragam kegiatan sebagalmana tersebut dalam_BA{}!;I JUKLAK

ini, dldukung oleh - anggaran melalm APBN ‘1kecua11 ‘biaya
pengoperasian Poskumdu, anggarannya dlbebankan kepada Instansi

terkait. Untuk PUSLUHKUM dan masmg masmg Kejaksaan nggl “

telah dxtetapkan anggarannya sesuai dengan Daﬁar Iswm Rfr9y§k L(I%IP)

" . -
. “'»! .," ,11 ”f

s“

Untuk menyelenggarakan - kegiatan Penyuluhan Hukum dan ~'

;!i

Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat 'Hukiim

\1;,1‘!: 1

(BINMATKUM) diperlukan adanya ketepatan dan "li(écepatan

. .il e 1.

penglrlman dana Kejaksaan Tinggi kepada Umt Pelaksana Kejari ‘dan

157,

Cabjari. Diminta agar Kepala Kejaksaan nggl i'flémermtahkan

f ﬁ M‘N f“"""r“‘hf'

Pimpinan/Bendaharawan Proyek untuk segera mencaxrkan anggaran

ey Tyee

kemudian mengirimkannya kepada masmg-masmg Uit Pelak'sana

" baik yang di Kejati maupun di Kejari dan Cabjari untuk setiap

triwulan, agar dana tersebut dapat digunakan .tepat pada,waktun-ya.-=

. .Mengingat anggaran yang tersedia telah ditetapkan melaan DIP maka
dxharapkan terhadap seluruh kegiatan Penyuluhan H_ukum danl

.i_l A%

Penerangan Hukum serta pengendallan/Pengawasan "yang 'telah
diprogramkan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang, tersed:a

dan admm:stras; keuangan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan "
. yang berlaku | o -

“ *-"T") IC
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ditetapkan dalam Rencana Keglatan dan Pelaksanaan Kegiatan,
hambatan, permasalahan yang dialami dan keberhasilan yang
dicapai serta tanggapan dari berbagai: pihak'.atasikegiatan yang
dilaksanakan. Oleh karena itu, kepada unit-unit pelaksana Kejari
dan Cabjari setempat melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan: Hukummserta
~ pengoperasian Poskumdu pada setiap triwulan/tahunantids, 5idss
2. Kejaksaan Tinggi setempat melakukan: -evaluasi awatherhadap.
laporan triwulan/tahunan. BINMATKUM .baikndariiKejatin(Ass.
Intel), KQ]&I'I maupun Cabjarl di:s’ w11ayah§a% hukumnya idan-
, Kapusluhkum bersama dengan laporan triwulan: e iy ,fj,];’._':.‘\l}i.';)i’gl}"{; ;
3. .Pusat Penyuluhan Hukum Kejaksaan. Agunggmembuatsjeyaluasi -
terhadap penyelenggaraan Penyuluhan Hukum dan, Penerangan
Hukum, pengoperasian = Poskumdu - dar'l;.:‘gx---kegi'atan-ke'giatan'

kerjasama yang meliputi : v tongids ik
a. Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum;dengan
instansi terkait. e b S e den

b. Kegiatan Kerjasama Penyu]uhant ‘Hukum' ydan {Penerangan
Hukum instansi lain sesuai dengan-Piagam.Kerjasamaayang
dilaksanakan oleh Kejati, Kejari dan CabJ ari, seluruli}Indonesia g
dan evaluasi terhadap - penggunaan 1 anggaran-u iProgram
BINMATKUM. ] N ST K- R S ) i

4, Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk metiyusunilaporan
triwulan dan laporan tahunan: kegiatan! Penyuluhan“Hukumfsdan

Penerangan Hukum. Co ot dufepig g :*oq o

| i . chslagior
C. Laporan co e o g daidy edl,

iy J ....}.11}!{".!-‘

1. Laporan yang harus dibuat terdiri dari :
a. Laporan Evaluasi Awal (bagi Kejati setempat).  irsulsvd &
b. Laporan Triwulan, '
c. Laporan Tahunan.
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- 2. Laporan triwuldn dibuat pada setiap akhir triwulan I, II, III dan IV
* %(Juni, "September, Desember dan Maret), sedangkan Laporan
Tahunan dibuat pada permulaan bulan April 2000
: T SRR B T e :
Adapun kegi%thn-kegiatan‘ yang harus disampaikan laporan
: -Viipelaksanaannya ialah :- - .
: TR TE -
a. Kegiatdn Penyuluhan Hukum,
b. Kegiatan Penerangan Hukum.
¢.' Kegiatan Pengoperasian Poskumdu. -
@ "*d."*Kegiatan” Kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan
L4 Hukii bérsama-sama dengan instansi terkait.
“HIPT IR Egidtari Kerjasama  Penyuluhan Hukum dan Penerangan
i’;’ -i"ﬁi::"Hﬁkﬁﬁi dengan instansi lain sesuai dengan Piagam Kerjasama.
UREHEREREE Lita b L )
3.-iLaporan (triwulan I, IL, IIT, IV dan  tahunan) sudah harus diterima
_di Kejaksaan Agung paling lambat pada tanggal 15 setiap awal
§ I triwulan ‘berikutnya dengan alamat kepada Jaksa Agung R.I. Cq.
' . Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung R.I JL. Sultan
. Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

.q‘,.Terﬁli)dskan kepada ;

| - Taksa Agung Muda Intelijen.
| - . Jaksa Agung Muda:Pengawasan.
!'Zﬁiii.fill\fz‘i:“sq BITIBADGL o L . '
4, Adapun Sistematika Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan
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b. Hasil evaluasi dalam pelaksanaan :
- Hasil penilaian kualitatif dan kuantitatif
- Partisipasi dan tanggapan masyarakat luas
- Ke_terpaduan o
+,¢. ;. Materi yang dlsajlkan -

Dalam pelaks anaan Penyuluhan Hukum
- Dal_am pelaksanaan Penerangan Hukum
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"t‘ Ini
Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Penyuluhan‘ L‘Hukum dan

Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat “Hukum
(BINMATKUM) Tahun 1999/2000 ini disusun* dengan ‘maksud
memenuhi harapan dalam melaksanakan tugas Penyu]uhan Hukum dan
Penerangan Hukum yang diemban oléh Kejaksaan sebagalr‘salgtxi s_atu

tugas/wewenang ‘yang dimiliki berdasarkan’ Undang-undang Nomor, .L?WS
Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik- Indonesia dan sesual‘dengan

arahan TAP MPR RI Nomer : II/MPR/1998 tentang“"GBHN ‘yang -

mengamanatkan agar Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dapat
ditingkatkan, . L wEee

Materi JUKLAK ini telah dlsempurnakan untuk mengatu'f"s"emua

kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan - Hukum dan selanjutnya
dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

- Selamat bekerja, dengan harapan agar tugas Penyuluhan Hukum

dan Penerangan Hukur ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan

penuh rasa tanggung jawab.

. JAKARTA 1 APRIL 1999 ™y Penynlubian
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